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Penelitian ini berjudul Otentisitas Akta yang dibuat oleh Notaris yang Tidak Sehat 
Jasmani.Penelitian ini membahas mengenai batasan sehat jasmani bagi Notaris Serta mengenai 
keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak sehat jasmani.Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis mengenai batasan sehat jasmani bagi Notaris Serta mengenai 
keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak sehat jasmani.Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute 
Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa batasan mengenai sehat jasmani yang disyaratkan oleh Undang-Undang 
Jabatan Notaris yaitu sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, 
sehingga dalam menjalankan jabatannya apabila terdapat Notaris yang mengalami cacat fisik, 
maka batasan sehat dalam menentukan seorang Notaris dapat melanjutkan jabatannya harus 
dengan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris. Mengenai batasan sehat jasmani bagi 
Notaris yang mengalami cacat fisik pada saat menjabat tentunya akan berpengaruh terhadap 
keabsahan akta otentik yang dibuatnya, maka mengenai keabsahan akta tersebut selama dibuat 
sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN maka akta otentik tersebut dapat dianggap Sah. 
Mengenai batasan sehat jasmani yang tertera dalam undang-undang jabatan notaris seharusnya di 
jelaskan lebih rinci dalam undang-undang, sehingga para calon notaries nantinya akan lebih siap 
untuk menjadi seorang notaris yang professional.  
 












This thesis examines The registration of fiduciary guarantee is an obligation which must be done 
by fiduciary Recipient as a form of legal certainty to be received, but there is still a fiduciary 
guarantee that is delayed by fiduciary or the recipient of the fiduciary registration in this case 
Notary, is whether a late fiduciary guarantee certificate is registered online can provide legal 
protection for the creditor? As well as the accountability of a notary who is late in registering 
the fiduciary guarantee certificate online. This research uses normative juridical research type, 
with approach method that is by statute approach and conseptual approach. The results of this 
research are: First, the notary will provide a solution to the creditor to make the deed of 
affirmation by the Notary to the deed of fiduciary guarantee that has been signed before so that 
it can be re-registered and if it has been issued fiduciary security certificate then the legal 
protection for the creditor becomes the preferred creditor. Second, the Notary may be subject to 
administrative sanctions in accordance with the negligence that has been made. 
 















4.1 Simpulan  
1. Pada prinsipnya batasan kriteria sehat jasmani adalah suatu keadaan dimana seseorang 
masih dapat melakukan aktivitas tubuh secara normal dan baik sehingga pekerjaan yang 
dilakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal, oleh karena itu pada saat pengangkatan, 
menjabat dan perpanjangan masa jabatan notaris,  sudah seharusnya membutuhkan jasmani 
yang sehat tanpa ada gangguan panca indera yang fatal yang digunakan oleh notaris dalam 
melaksanakan tugas dan jabatannya. Namun demikian konstitusi Negara mengakui hak 
bagi Notaris yang mengalami gangguan kesehatan tersebut untuk tetap menjalankan tugas 
dan jabatanya dalam kondisi yang tidak sehat tanpa ada diskriminasi. 
2. Keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang tidak sehat jasmani semestinya tidak 
memandang siapa yang membuatnya walaupun notaris yang membuat akta otentik dalam 
keadaan tidak sehat atau cacat fisiknya tetapi masih dianggap mampu untuk menjalankan 







1.  Seharusnya dalam hal ini pembuat undang-undang untuk menambahkan Pasal dalam 
UUJN setelah pasal pengangkatan notaris sebaiknya ditambahkan Pasal mengenai selama 
  
masa jabatannya notaris kondisi notaris harus memenuhi kreiteria sehat jasmani dan rohani 
dengan batasan yaitu:  
a) Notaris tidak boleh kehilangan kemampuan panca inderanya; 
b) Notaris harus tetap sehat akal dan mentalnya; 
c) Notaris harus mampu melakukan perbuatan hukum.   
2.   Seharusnya Notaris yang mengalami cacat atau tidak sehat jasmani yang tidak memenuhi 
kriteria sehat lebih diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga Notaris yang 
bersangkutan tidak memaksakan kehendaknya untuk membuat akta notariil yang 
menyebabkan muncul keraguan oleh para pihak yang ingin membuat akta pada Notaris 
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